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ABSTRACT 


Impractical provisions of article 613 of the Civil Code regarding notification megakibatkan particular client does not want to require notification to the debtor. The client only requires that the factor will purchase receivables or the bills without any obligation to require notification to the debtor. Accounts receivable financing facility and factoring agreement, so memungkingkan mestipun client to transfer receivables from debtors without notification. However, not all clients can mengalih receivables / bills-bills without notification of the debtor, but only tertentulah clients who can use the facility accounts receivable financing and factoring agreement based on considerations about the client's personal factors.

While the legal consequences of the factoring agreement is not complied with the provisions of Article 613 KUPerdata are as follows: Failure to use the provisions of Article 613 of the Civil Code, especially regarding notification factoring agreement resulted in the debtor is not bound to the factoring agreement made ​​by the lien dank factor. This is in accordance with the provisions of article 1340 of the Civil Code which states: The agreements apply only to those who make it. The agreements were tidadak can bring loss on third parties, no third parties can benefit, therefore, in others in the case provided for in Article 1317 of the Civil Code; Not used the provisions of article 613 of the Civil Code in the factoring agreement gives a very high risk to the factor, both in terms of legal and commercial terms. Olehkarena to protect himself from the things that may be harmful, then factor always ask for a guarantee from the client. With the guarantee of the factoring activity, it can be seen that the activity of pure factoring company, but has led to the activities of banking institutions. Therefore, factoring companies are no longer able to dikatakanh as an alternative financial institution after the bank, but it is a major competitor of banking institutions; Failure to use the provisions of article 613 of the Civil Code in particular regarding notification factoring agreement is not a factoring agreement as provided for in Presidential Decree No. 16 In 1989 Jo Minister of Finance Decree 1251 / KMK.013 / 1989 but only as a loan agreement to borrow money with the guarantees given by the client. Therefore an agreement to borrow money using the name of the factoring is null and void.
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam dunia bisnis atau dalam menjalankan  suatu perusahaan bahwa  uang merupakan salah satu faktor utama dalam mengembangkan atau mempertahankan eksistensinya. Namun demikian, adakalanya suatuperusahaan tidak mempunyai dana yang cukup atau cash flownya sedang tidak lancar, karena tagihan-tagihannya tertunda sampai beberapa bulan. Hal ini tentunya merupakan kendala yang sulit untuk dihadapi oleh suatu perusahaan, terutama bagi perusahaan yang sedang berkembang.

Keadaan yang  serupa dapat juga terjadi pada perusahaan yang cukup mapan. Namun sangat ekspasif dalam mengembangkan atau merebut pangsa pasar yang biasanya banyak dilakukan dengan cara memberikan hadiah-hadiah serta kemudahan-kemudahan dalam menjual produknya, misalnya penjualan secara kredit. Kondisidemikian tentunya akan memakan biaya yang sangat besar yang pada akhirnya akan mengganggu cash flow perusahaan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perusahaan itu harus mencari sumber dana guna tetap dapat menjalankan usahanya.

Bagi  perusahaan yang membutuhkan tambahan dana dengan segera guna kelangsungan usahanya, tidak perlu lagi bingung-bingung untuk mencari bapak angkat sebagaimana dalam praktek  banyak terjadi. Hal ini disebabkan dewasa ini telah ada perusahaan yang mampu memberikan jalan pemecahan baru tanpa adanya keharusan untuk memberikan jaminan disertai dengan prosedur dan persyaratan yang sederhana. Perusahaan adalah adalah Perusahan Anjak Piutang atau sering disebut dengan Faktoring.

Deregulasi tentang  anjak piutang (faktoring) dalam hukum Indonesia terdapat dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, kemudian ditinjaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.130/1988 tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Kedua peraturan tersebut pada dasarnya hanya memuat mengenai pelaksanaan kegiatan anjak piutang.

Ketentuan  pasal 2 Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Jo pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 ditentukan bahwa salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan adalah anjak piutang yang kegiatannya meliputi:

a. Pembelian atau pengaliahan piutang/tagihan jangka pendek yang terbit dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

b. Penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.

Dapat kita kehui bahwa  ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa perusahaan anjak piutang merupakan suatu perusahaan yang hanya mempunyai status sebagai pembeli atau pengurus piutang/tagihan jangka pendek saja. Piutang/tagihan itu pada umumnya merupakan piutang/tagihan yang timbul dari perjanjian jual beli antara klien dan curtomer. Oleh karena itu piutang/tagihan tersebut sering disebut sebagai piutang dagang.

Bahwa  yang menjadi obyek perjanjian anjak piutang adalah piutang/tagihan dagang jangka pendek yang belum jatuh tempo dan timbul dari perjanjian jual beli biasa.

Maka dari itu  piutang merupakan benda bergerak tak berwujud, maka cara pengalihanya harus memperhatikan ketentuan pasal 613 KUHPerdata. Ketentuan pasal 613 KUHPerdata merupakan kewajiban klien. Klien harus menanggung kenukmatan tenteram dan cacat tersembunyi atas benda yang menjadi obyek perjanjian, sehingga dalam melaksanakan haknya faktor tidak dihadapkan pada kondisi ketidakmauan customer untuk melakukan kewajibannya.

Dalam Teori hukum bahwa  perjanjian anjak piutang, ketentuan pasal 613 KUHPerdata merupakan ketentuan yang mutlak harus dipenuhi. Apabila para pihak menyimpangkan maka hal itu akan membawa konsekuensi perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hokum sama sekali.

Namun   dalam prakteknya, perjanjian anjak piutang yang tidak mengindahkan ketentuan pasal 613 KUHPerdata tetap berlaku dan mengikat para pihak, khususnya faktor dank lien.Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam perjanjian anjak piutang terdapat penyimpangan antara das sollen dan das sein dan oleh karena itu pula penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor dan akibat hukum terdapat perjanjian anjak piutang yang tidak mengindahkan ketentuan pasal 613 KUHPerdata.

B. Perumusan dan Pembahasan Masalah
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.
Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah  yang menyebabkan para pihak tidak mengindahkan ketentuan pasal 613 KUHPdt ?
2. Masalah  wanprestasi dan akibatnya ? 
3. Akibat  hukum terhadap perjanjian anjak piutang yang tidak mengindahkan ketentuan pasal 613 KUHPerdata ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui mengapa dalam pelaksanaannya, para pihak tidak mengindahkan ketentuan pasal 613 KUHPerdata.

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian anjak piutang yang tidak mengindahkan ketentuan pasal 613 KUHPerdata.

b.   Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1. Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Yuridis Normatif

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Yuridis Sosiologis (Empiris)

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang perjanjian anjak piutang pada lembaga pembiayaan.

Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

BAB II
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Para Pihak Tidak Mengindahkan Ketentuan Pasal 613 KUHPerdata
Dalam ketentuan pasal 613 KUHPerdata ditentukan mengenai jenis dan cara pengalihan piutang, baik piutang atas nama atau barang-barang tak bertubuh lainnya, piutang atas tunjuk (aan tooder) dan piutang atas bawa (aan order). Dari jenis-jenis piutang tersebut, yang dapat dialihkan kepada faktor hanyalah piutang atas nama saja. Hal ini disebabkan dalam piutang atas nama, hak untuk menagih hanya terletak pada kreditur tertentu. Oleh karena itu tidak setiap orang dapat menagih atau memintakan pembayaran kepada debitur. Piutang atas nama dapat terbit dari transaksi kredit maupun dari transaksi dagang.

Pengalihan piutang atas nama baik yang terbit dari transaksi kredit maupun yang terbit dari transaksi dagang dilakukan dengan cessie dan notifikasi dari debiturnya. Notifikasi ini bertujuan agar debitur terikat pada perjanjian yang dibuat oleh faktor dan klien.

Dengan adanya notifikasi ini maka debitur tidak lagi melakukan pembayaran kepda klien melainkan kepada faktor, karena hak milik serta hak-hak istimewa termasuk hak menagih yangt dimiliki klien telah beralih sejak saat cessie tersebut diserahkan kepada faktor.

Menurut sistem hukum KUHPerdata ketentuan pasal 613 KUHPerdata merupakan ketentuan yang mutlak dilakukan dalam setiap pengalihan piutang atas nama atau barang-barang tak bertubuh lainnya. Apabila ketentuanpasal 613 KUHPerdata ini disimpangi, maka hal akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pengalihan piutang tersebut sejak awal dianggap tidak ada.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya di perusahan finance Baik Lembaga Pembiayaan Bank maupun non  bank contohnya  PT. Bak BCA, PT Bank BII, PT. Bank Bukopin  dan contoh yang non bank , PT. FIF, PT. Adira Dinamika Multi Finance dan Dipo Star Finance ketentuan pasal 613 KUHPerdata tersebuit sering tidak dilaksanakan, terutama terhadap ketentuan mengenai kewajiban klien untuk melakukan notifikasi pada debiturnya. Hal ini desebabkan pada dasarnya klie hanya menghendaki agar faktor mau membeli faktur-faktur/invoice-invoice yang dimilikinya tanpa adanya kewajiban untuk memberitahukan pengalihan itu kepada debiturnya.

Keengganan atau ketidakmauan klien untuk melakukan notifikasi pada debiturnya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adanya larangan secara kontraaktual mengenai pengalihan piutang yang timbul dari perjanjian jual beli antara klien dengan debitur.

2. Apabila piutang-piutang itu sendiri oleh klien telah dijadikan sebagai jaminan terhadap pihak ketiga, misalnya bank.

3. Adanya kekhawatiran klien terhadap perubahan sikap debitur mengetahui pengalihan piutang tersebut.

4. Notifikasi seringkali tidak praktis terutama terhadap klien yang memiliki banyak debitur dan nilai piutangnya kecil-kecil.

5. seringkali notifikasi memakan biaya yang besar dan menyulitkan administrasi baik bagi faktor maupun bagi klien.

Sejalan dengan itu, faktor sebagai mitra kegiatan perusahaan dapat memaklumi alasan-alasan yang dikemukakan oleh klien tersebut. Hal ini terbukti dari sikap faktor yang mau menerima pengalihan piutang meskipun tanpa disertai notifikasi dari debitur atau dengan kata lain dalam hal-hal tertentu faktor tidak mengharuskan klien untuk meminta notifikasi dari debiturnya. Faktor hanya mengruskan agar faktur-faktur/invoice-invoice yang dimiliki klien sebelum diserahkan kepadanya terlebih dahulu dirubah/dibuat dalam bentuk cessie.

Keharusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila factur-factur/invoice-invoice tidak dirubah/dibuat dalam bentuk cessie, maka piutang sebagai obyek perjanjian anjak piutang belum beralih kepada faktor dan oleh karenanya tidak ada dasar untuk melaksanakan perjanjian anjak piutang yang mereka sepakati, karena syarat obyek tertentu dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi. Padahal ketentuan pasal 1320 KUHPerdata merupakan ketentuan yang mutlak harus dipenuhi dalam setiap perjanjian.

Jadi klien dapat mengalihan faktur-faktur/invoice-invoice yang ia miliki hanya dengan cara menyerahkan cessie dari faktur-faktur/invoice-invoice tersebut kepada faktor, meskipun tanpa disertai notifikasi dari debitur.

Disamping alasan-alasan tersebut diatas, faktor sebagai perusahaan lembaga pembiayaan selain memberikan fasilitas Penjualan Tagihan-Tagihan juga memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Account Reciveble Financing, artinya faktor memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan faktur-faktur/invoice-invoice yang dimiliki oleh klien. Dengan demikian dalam account receivable financing tidak terdapat adanya keharusan agar klien memperoleh notifikasi dari debiturnya.

Perbedaan mendasar antara kedua jenis fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh faktor adalah sebagai berikut :

1. Secara hukum kegiatan pengalihan piutang digolongkan sebagai pengalihan piutang secra mutlak, sedangkan kegitan account receivable financing digolongkan sebagai transaksi pinjam meminjam uang dengan jaminan piutang-piutang/tagihan-tagihan.

2. Dalam perjanjian pengalihan piutang tidak memerlukan pendaftaran, sedangkan dalam perjanjian account receivable financing memerlukan badan hukum. Pendaftaran tersebut dilakukan di Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

3. Dalam perjanjian penjualan piutang, klien harus memberitahukan perjanjian tersebut pada debiturnya disertai dengan perinta agar debitur membayar hutang-hutangnya kepada faktor, sedangkan dalam perjanjian account receivable financing debitur tidak diberitahukan mengenai pengalihan hutangnya dan oleh karena itu debitur tetap melakukan pembayaran kepada klien.

4. dalam perjanjian penjualan piutang kewajiban untuk melakukan penagihan pada debitur beralih kepada faktor, sedangkan dalam perjanjian account receiveble financing penagihan pelunasan piutang tetap berada dan dilakukan oleh klien.

Ketidakharusan notifikasi yang ditentukan oleh faktor tentunya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Klien merupakan nasabah tetap dari faktor yang bersangkutan dan selama menjadi nasabahnya, klien harus menunjukan itikad baik yang pada akhirnya faktor menaruh kepercayaan kepada klien tersebut.

2. Bonafiditas dari klien yang bersangkutan. Bonafiditas klien tentunya akan sangat mempengaruhi faktor didalam mengambil keputusan apakah akan menerima pengalihan piutang meskipun tanpa disertai notifikasi dari debitur.

3. Adanya jaminan baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang bertanggung jawab apabila klien wanprestasi. Pihak ketiga dimaksud biasanya adalah penanggung atau bank garansi.

4. Adanya kebijakan Top Manager dari perusahaan faktor. Kebijakan Top Manager ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak setiap klien dapat mengalihkan piutang tanpa disertai notifikasi dari debitur. Hanya klien yang memenuhi klasifikasi diatas yang dapat mengalihkan piutangnya kepada faktor meskipun tanpa disertai notifikasi dari debiturnya.

B. Wanprestasi dan Akibat hukumnya. 
Pasal 1234 KUHPerdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberitahukan Sesutu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Ktentuan pasal 1234 KUHPerdata ini secara singkat dapat diartikan sebagai ujud dari prestasi yang harus dilakukan oleh debitur dalam setiap perjanjian. Apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian, maka debitur dikatakan wanprestasi. Wanprestasinya debitur tentunya memberikan hak bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi atas kerugian-kerugian yang ia derita.

Dalam perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi dimana klien disamping bertindak sebagai penjual juga bertindak sebagai customer atau dengan kata lain dalam perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi yangterjadi bukanlah pengalihan piutang, melainkan pinjam meminjam uang dengan jaminan piutang-piutang/tagihan-tagihan.

Dengan demikian dalam perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi klien bukanlah berdintak sebagai penjualpiutang/tagihan, akan tetapi ia bertindak sebagai debitur yang meminjam uang dari faktor dengan menjaminkan piutang-piutang/tagihan-tagihan ia miliki. Klien bertindak sebagai customer didasarkan pada surat sanggup yang diberikan oleh faktor dimana dalam surat sanggup tersebut klien menyanggupi untuk menerima pembayaran dari debiturnya dan akan meneruskannya kepada faktor. Jadi dalam hal ini wanprestasinya klien hanya terbatas pada pembayaran dari debiturnya.

Namun demikian, adakalanya yang dilakukan klien timbul dari transaksi perdagangan yang menimbulkan piutang yang diperalihkan tersebut atau dengan kata laian wanprestasi tersebut timbul sebagai akibat dari transaksi perdagangan yang dilakukan oleh klien dengan debitur, misalnya gangguan dari pihak ketiga, cacat tersembunyi.

Wanprestasi yang dilakukan oleh klien membawa serta dirinya untuk mengganti kerugian yang diderita oleh faktor. Kerugian-kerugian yang diderita oleh faktor tersebut harus diganti oleh klien dalam jangka waktu tiga sampai tujuh hari setelah ia melakukan tindakan yang mengakibatkan dirinya menjadi wanprestasi, karena jika jangka waktu tersebut lewat dan klien tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka berdasarkan perjanjian anjak piutang klien akan didenda sebesar satu sampai lima persen dari jumlah nilai nominal faktur-faktur/invoice-invoicenya dalam tiap-tiap bulan.

Apabila klien tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya meskipun telah diberikan konsekuensi berupa denda, maka berdasarkan perjanjian anjak piutang jalan satu-satunya yang dapat ditempuh oleh faktor adalah menuntut klien di Pengadilan Negeri Samarinda atau Pengadilan Negeri lainnya diwilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata di perusahan finance contohnya PT. FIF, PT. Adira Dinamika Multi Finance dan Dipo Star Finance tidak pernah melakukan haknya tersebut. Hal ini disebabkan adanya jaminan yang diberikan oleh klien kepada faktor. Apabila klien wanprestasi dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka faktor tinggal mencairkan jaminan kebendaan yang dikuasainya.

Tetapi apabila jaminan berupa jaminan penanggungan/bank garansi, maka faktor meminta kepada penanggung agar ia menggantikan kedudukan klien untuk melaksanakan pembayaran kepadanya.

Disamping itu faktor sebagai mitra kegiatan perusahaan selalu berusaha agar masalah-masalah yang mereka hadapi selalu diselesaikan dengan jalan musyawarah. Faktor mengharapkan agar hubungan yang telah terjalin tidak terputus karena masalah-masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan musyawarah.

C. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Anjak Piutang Yang Tidak Mengindahkan Ketentuan Pasal 613 KUHPerdata

Menurut Mohamed Idwan Ganjie perjanjian anjak pitang tanpa notifikasi merupakan perjanjian anjak piutang yang menjurus pada pemberian pinjaman dengan menggunakan nama faktoring. Hal ini dikarenakan perjanjian anjal piutang tanpa notifikasi apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tidak menunjukan konsep perjanjian anjak piutang sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988. dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kegiatan anjak piutang hanya terbatas pada pembelian atau penatausahaan piutang yang dimiliki oleh klien.

Sedangka dalam perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi kedudukan faktor bukan sebagai pembeli atau pengurus piutang, melainkan hanya sebagai pihak pemberi pinjaman dengan jaminan yang bervariasi dan bertingkat-tingkat. Apabila perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi ini ditinjau dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh klien, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi bukanlah merupakan kegiatan anjak piutang secara murni. Tetapi sudahmengarah pada kegiatan lembaga perbankan, karena hanya lembaga perbankan yang boleh meminta jaminan dari debiturnya itupun hanya sebatas pada jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Sedangkan dalam perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi, jaminan yang diberikan klien begitu bervariasi dan melebihi jaminan yang diminta oleh lembaga perbankan pada debiturnya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi dimana klien memberikan jaminan bervariasi dan bertingkat-tingkat bukanlah termasuk dalam kegiatan anjak piutang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan tetapi sudah merupakan kegiatan lembaga perbankan dengan memakai nama anjak piutang.

Berkaitan dengan itu, para pihak dalam perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi dapat dikatakan telah menhalalkan segala cara demi mencapai kepentingkannya tanpa meperdulikan akibat-akibat hukum yang tentunya dapat merugikan kedua belah pihak.

Selain itu para pihak telah melakukan penyeludupan hukum dengan mempergunakan nama anjak piutang pada perjanjian yang mereka buat. Padahal perjanjian anjak piutang sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan, melainkan hanya sebagai perjanjian pinjam meminjam biasa dengan jaminan perjanjian piutang-piutang/tagihan-tagihan yang dimiliki oleh klien.

Penyeludupan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian anjal piutang tanpa notifikasi menimbulkan konsekuensi yiridis bahwa pihak perjanjian anjak piutang maupun pinjam meminjammnya adalah batal demi hukum.

Perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi dikatakan batal demi hukum, karena para pihaknya dan cara pengalihan piutangnya tidak memenuhi ketentuan pasal 613 KUHPerdata. Sedangkan perjanjian pinjam meminjam uang dengan mempergunakan nama anjak piutang juga batal demi hukum, karena anjak piutang sebagai lembaga pembiayaan tidak dapat menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Ketentuan pasa 3 UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dengan demikian yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat hanyalah bank, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya mempunyai kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat.

Jadi perjanjian pinjam meminjam uang dengan mempergunakan nama anjak piutang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 sub 2 Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Jo pasal 1 sub 6 Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988.

BAB III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Ketidak praktisan ketentuan pasal 613 KUHPerdata khususnya mengenai notifikasi megakibatkan klien tidak mau untuk meminta notifikasi pada debiturnya. Klien hanya menghendaki agar faktor mau membeli piutang-piutang atau tagihan-tagihannya tanpa adanya kewajiban untuk meminta notifikasi pada debiturnya.

2. Adanya fasilitas account receivable financing dan faktoring agreement, sehingga memungkingkan klien untuk mengalihkan piutangnya mestipun tanpa disertai notifikasi dari debiturnya. Namun demikian tidak semua klien dapat mengalih piutang-piutang/tagihan-tagihannya tanpa disertai notifikasi dari debiturnya, tetapi hanya klien-klien tertentulah yang dapat mempergunakan fasilitas account receivable financing dan faktoring agreement berdasarkan pertimbangan-pertimbangan faktor mengenai pribadi klien.

Sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian anjak piutang yang tidak mengindahkan ketentuan pasal 613 KUPerdata adalah sebagai berikut :

1. Tidak digunakannya ketentuan pasal 613 KUHPerdata khususnya mengenai notifikasi dalam perjanjian anjak piutang mengakibatkan debitur tidak terikat pada perjanjian anjak piutang yang dibuat oleh faktor dank lien. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPerdata yang menyebutkan : Perjanjian-perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidadak dapat membawa rugi pada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selainnya dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata.

2. Tidak digunakan ketentuan pasal 613 KUHPerdata dalam perjanjian anjak piutang memberikan risiko yang sangat tinggi bagi faktor, baik dari segi hukum maupun dari segi komersial. Olehkarena itu untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang mungkin dapat merugikan, maka faktor selalu meminta jaminan dari klien. Dengan adanya jaminan dalam kegiatan anjak piutang, maka dapat diketahui bahwa kegiatan perusahaan anjak piutang murni, tetapi sudah mengarah pada kegiatan lembaga perbankan. Oleh karena itu perusahaan anjak piutang tersebut tidak lagi dapat dikatakanh sebagai lembaga pembiayaan alternative setelah bank, tetapi sudah merupakan pesaing utama lembaga perbankan.

3. Tidak digunakannya ketentuan pasal 613 KUHPerdata khususnya mengenai notifikasi dalam perjanjian anjak piutang tersebut bukanlah merupakan perjanjian anjak piutang sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1989 Jo Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1989 melainkan hanya sebagai perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh klien. Oleh karena itu perjanjian dalam meminjam uang dengan mempergunakan nama anjak piutang tersebut adalah batal demi hukum.

B. Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Perusahaan faktoring lebih berhati-hati dan lebih efektif didalam memberikan fasilitas pembiayaan baik melalui account receivable financing maupun melalui faktoring agreement. Hal ini dengan mengingat bahwa perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi baik dari segi hukum maupun dari segi komersial memiliki risiko yang sangat tinggi. Dari segi hukum perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, karena perjanjian itu bukanlah merupakan perjanjian anjak piutang yang diatur dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan. Sedangkan dari segi komersial, kemungkinan faktor untuk mendapatkan pembayaran dari klien sangat kecil. Apabila klien wanprestasi maka faktor tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menuntut klien didepan hakim, karena menurut system hukum perdata dan keputusan presiden serta keputusan menteri keuangan, perjanjian anjak piutang tanpa notifikasi tersebut adalah batal demi hokum

2. Didalam pelaksanaan peerjanjian anjak piutang tanpa notifikasi, sebaiknya klien melaksanakan kewajibannya dengan baik, karena jika tidak demikian faktor akan sangat dirugikan. Padahal faktor telah mengambil risiko yang sangat tinggi dengan mau menerima pengalihan piutangnya meskipun tanpa disertai notifikasi dari debitur. Hal ini dilakukan oleh faktor dengan mengingat bahwa faktor adalah mitra kerjasama perusahaan yang membutuhkan dana dengan segera.
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